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ABSTRAK

Tanah sebagai tempat berpijak dan menopang sebagian besar kehidupan masyarakat
bahkan sebagian besar rakyat Indonesia, Tanah merupakan sumber hidup satu-satunya
untuk memiliki tanash dapat dilakukan dengan berbagai cara tentunya cara yang tidak
bertentangan dengan hukum, Seperti mewaris, Hibah, Tukar menukar, Maupun dengan
cara jual-beli. Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk
tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan
teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, umpamanya untuk
perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan<jalan untuk
perhubungan.Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif. Dengan rumusan Masalah. Bagaimana Proses peralihan Jual
beli hak atas tanah waris dengan menggunakan surat keterangan waris dari kelurahan 2.
Bagaimana Keabsahan peralihan hak atas tanah yang mendasarkan surat keterangan ahli
waris dari kelurahan itu?. Bagaimana akibat hukum dari surat pernyataan waris yang
dikeluarkan oleh kelurahan bagi golongan tionghoa yang digunakan sebagai dasar jual
beli tanah waris? Peralihan jual beli tanah dapat di lakukan dengan dasar surat
keterangan dari lurah untuk Notaris/PPAT berdasarkan dengan dasar Hukum Pasal 15
ayat | bahwa Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan,
Perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan atau
yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk di nyatakan dalam Akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta menyimpan Akta, memberika grosse,
salinan dan kutipan Akta semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga di
tugaskan atau di kecualikan kepda pejabat lain atau orang lain di tetapkan oleh Undang-
undang. Keabsahan peralihan hak atas tanah yang men dasar kan surat keterangan ahli
waris dari kelurahan Bahwa di keabsahan peralihan hak atas tanah yang berdasarkan surat
keterangan ahli waris itu dapat di lakukan di surat keterangan waris dari kelurahan bagi
golongan Tionghoa terdapat di dalam Undang-undang KUHPerdata yaite dasar hukum
dengan pasal 1074 KUHPerdata.

Kata Kunci : Akibat Peralihan Hak tanah, Keabsahan peralihan Hak tanah, Peralihan
Tanah.
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ABSTRACT

There are various ways to such as inheriting, grants, exchanges, and selling. The
increasing number of people who need land for not only for bousing, economsic
idevelopment, socio-cultural, and technological advancements bt also for
plantations, livestock, factories, offices, entertainment venues, and roads for
transportation. This was a normative juridical rescarch method. Research
questions were; What was the process of buying and selling land by using letter of
inheritance statement from the sub-district? What was the validity of the transfer
of land rights based on such letter? What were legal consequences of the letier of
inheritance statement issued by sub-district for the Chinese ethmicity which was
used as the basis of sale and purchase of inheritance land? It was found that the
land purchase can be done on the basis of letier of inheritance statement from sub-
district’s head to the notary / PPAT with legal basis of law asticle 15 paragraph 1
that notary has authority 10 make authentic deed regarding all acts, agreements,
and stipulations required by legislation or desired by those concerned to be stated
in the authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed,
storing the deed, giving the grosse, copy and quotation of the deed. All of the
above as long as the deed is not assigned or exempted to other officials or other
people determined by law. The validity of the transfer of land rights based on the
letter of inheritance statement issued by the sub-district for Chinese ethmicity are
present in the article 1074 of Civil Law Code as a legal basis.

Keywords: Consequences of Land Transfer Rights, Land Transfer, Validity of
Land Transfer Rights.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai tempat berpijak dan menopang sebagian besar kehidupan
masyarakat bahkan sebagian besar rakyat Indonesia, Tanah merupakan sumber
hidup satu-satunya untuk memiliki tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara
tentunya cara yang tidak bertentangan dengan hukum, Seperti mewaris, Hibah,
Tukar menukar, Maupun dengan cara jual-beli. Bertambah banyaknya jumlah
manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan
perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula
tersedianya tanah yang banyak, umpamanya untuk perkebunan, peternakan,
pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.*

Secara umum jual-beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yang
menyatakan bahwa : Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Perjanjian jual beli yang
dimaksud merupakan perjanjian timbal balik sempurna, dimana penjual
berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk
menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban untuk melakukan
pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

Agraria dalam Pasal 19 memerintahkan untuk diselenggarakannya pendaftaran

Wantjik Saleh, Hak Anda atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, him. 7.



tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum yang dimaksud, penyelenggaraan
pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Status tanah yang ingin di perjual belikan memiliki potensi konsekuensi
dengan para pemiliknya yakni setiap semua pemilik berhak atas kepemilikan
tanah. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan
yang kosmis magis-religius artinya hubungan ini bukan individu dengan tanah
saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum
rechtsgemeentschap didalam hubungan-hubungan tanah.?

Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya
apabila ingin menjual tanah warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga
mempunyai hak atas tanah tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah
warisan membangkitkan dugaan bahwa dia adalah pemilik satu-satunya dari tanah
tersebut, maka pembelian tersebut tidak boleh diadakan. berdasarkan persyaratan-
persyaratan secara diam-diam. Akan tetapi jika ada ahli waris lainnya yang juga
berhak atas tanah tersebut tidak dilibatkan, dalam arti tidak ada persetujuannya,
maka akan terjadi sengketa atas jual beli tanah tersebut. Timbulnya sengketa
bermula dari pengaduan ahli waris yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan
hak atas tanah warisan, baik terhadap status tanah, maupun kepemilikannya
dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuali
dengan ketentuan yang berlaku.

Kematian yaitu peristiwa hukum, tidak hanya kepada orang orang akan

menjadi ahli waris tetapi juga kepada harta yang ditinggalkan oleh pewaris

2Salindeho, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika,1994, hal.33



manusia juga tidak lupa karena masalah harta merupakan suatu pertanggung
jawaban di kemudian hari puncak cobaan harta manusia akan terjadi ketika dia
meninggal dunia seberapa jauh dia dapat mendidik anak-anak nya dalam bagi
waris.® Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat di perlukan aturan atau
hukum yang mengatur hubungan-hubungan dalam lingkup kehidupan manusia
dan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa aturan atau hukum yang
mengatur kehidupannya.

Hukum waris merupakan satu bagian dari hukum perdata secara
keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum
waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap
manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat
hukum yang selanjut nya timbul dengan terjadinya peristiwa-peristiwa, diantara
masalah adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban—
kewajiban hukum kematian seseorang yang meninggal tersebut.*

Penyelesaian hak dan kewajiban sedangkan hukum waris adat yang
merupakan hukum sejak dulu berlaku kewajiban sebagai akibat meninggalnya
sesorang, diatur oleh hukum, waris dan di mana juga hukum waris berdasarkan
hukum islam yang berlaku bagi mereka yang memeluk agama islam, Hukum
waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa

dan Eropa, di kalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis

3H.R.Otje Salman , Hukum waris isalam (Bandung:Refika Mediatama), 2006 hlm.2

M. Idris Ramulyo,”suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi 'l dan Wasiat Wajib di mesir
,tentang pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut islam °,Majalah hukum dan
pembangunan NO 2 thn. X1l Maret 1982,Jakarta:FHUI, 1982, him. 154



tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris
adat ini berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli.®

Dalam kesehariannya masyarakat Indonesia sendiri hidup dalam suatu
tatanan masyarakat kompleks, Penggolongan penduduk tersebut mengatur
mengenai penggolongan penduduk Hindia Belanda menjadi golongan antara lain,
Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, Golongan Timur Asing yang salah satu
contohya adalah masyarakat Tionghoa.®

Pada zaman Hindia Belanda, dibidang hukum perdata pada umumnya dan
hukum perdata waris pada khususnya di jumpai pluralisme hukum. Hal ini terjadi
karena pemerintah Hindia Belanda menurut Pasal 163 ayat 1 1.S Indische Staats
Regeling, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk.” Golongan
Eropa berdasarkan Pasal 163 ayat (2) I.S terdiri dari semua orang belanda, semua
orang yang berasal dari Eropa yang tidak termasuk orang-orang Belanda, semua
orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain yang tidak termasuk apa
yang disebut dalam ayat 1 dan 2, yang dinegaranya mempunyai hukum keluarga
yang azas nya sama dengan hukum Belanda. Anak dari mereka yang disebut
dalam ayat 2 dan 3 yang dilahirkan di Indonesia secara sehat menurut undang-
undang diakui, dan turunan mereka selanjutnya. Golongan Kedua Pribumi
(Bumiputra), menurut Pasal 163 ayat 3 I.S yang termasuk golongan bumi putra
adalah Mereka yang termasuk penganut pribumi Indonesia asli yang tidak pindah
ke lain golongan. Mereka yang tadinya termasuk golongan lain, tetapi yang telah

meleburkan diri ke dalam golongan pribumi. Golongan yang ketiga, adalah

°R. Subekti, Pokok — Pokok Hukum Perdata(Jakarta:intermasa, 1995, hal.10

®Ansori Ahmad, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, Jakarta,
Rajawali, 1986, hal 26-27.

"Simanjuntak, P.N.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta,
Djambatan, 1999, hal 1-2.



Golongan timur asing. Menurut Pasal 163 ayat 4 1.S yang termasuk golongan
timur asing adalah mereka yang tidak termasuk golongan Eropa dan tidak
termasuk golongan pribumi (Bumiputra) misalnya orang Cina, Mesir, Sudan,
Arab, Pakistan, Bangladesh.®

Pembuatan surat keterangan ahli waris untuk golongan Bumiputera belum
dan juga ada ketentuan hukum yang mengaturnya di Indonesia. Oleh karena itu
pada umumnya pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan Bumi
putera tersebut banyak didasarkan kepada hukum adat dari para ahli warisnya itu
sendiri termasuk pula hukum waris adat. Di dalam Peraturan Menteri Agraria
Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuatan surat
keterangan ahli waris namun khusus yang berhubungan dengan barang tidak
bergerak berupa tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat.®

Banyak ditemui surat keterangan ahli waris yang secara umum hanya
berisikan keterangan dan pernyataan dari para ahli waris bahwa mereka adalah
benar-benar merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal
dunia. Surat keterangan ahli waris Tionghoa tersebut pada umumnya dibuat di
bawah tangan yang dikuatkan dan/atau dikeluarkan setelah adanya keterangan dari
kelurahan setempat dan telah di setujui.’® Surat keterangan ahli waris bertujuan
untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah

meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa

8lbid. Hal 4

®Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju,
Bandung, 2008, hal.12

10Zainuddin Ali, Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan
Penduduk dilndonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. him.39



barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin
dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan
setempat. !

Sering di gunakan oleh para ahli waris di dalam praktek nya Surat
Pernyataan ahli waris untuk menggadaikan atau menjaminkan barang-barang
harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain atau kreditur, apabila ahli
waris hendak meminjam uang atau mengajukan permohonan kredit. Di samping
itu surat pernyataan ahli waris juga untuk mengalihkan barang-barang harta
peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain, misalnya menjual,
Menghibahkan, Melepaskan hak, melakukan pengikatan jual beli dihadapan
Notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak, dan juga
merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris
menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau
membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris di hadapan
Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Menteri Agraria
Nomor 3 tahun 1997 menejelaskan bahwa untuk golongan Tionghoa pembuktian
mengenai pewarisannya harus dibuktikan melalui akta keterangan hak mewaris
yang dikeluarkan oleh Notaris. Sebelum melakukan pembuatan Surat Keterangan
Mewaris para ahli waris harus melakukan pengecekan apakah terhadap Pewaris
tersebut pernah membuat wasiat atau tidak.

Namun di dalam prakteknya masih ada saja terdapat kasus yang terjadi di

masyarakat mengenai pembuatan surat pernyataan ahli waris yang di buat oleh

Ramulyo Idris, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak
Waris di Indonesia,bandung : Citra Aditya Bakti, 2012,him. 28



kelurahan, yang seharus nya surat keterangan tersebut di buat oleh Notaris khusus
untuk golongan Tionghoa, pembuatan surat keterangan mewaris mengenai
kepemilikan tanah merupakan turunan dari surat keterangan mewaris yang dapat
dilakukan dalam peralihan tanah waris. Oleh karena itu di dalam penelitian ini
saya melakukan penelitian mengenai bagaimana keabsahan dari surat keterangan

ahli waris yang berasal dari kelurahan.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
permasalahan, yaitu sebagai berikut:
1) Bagaimana kedudukan surat keterangan ahli waris dalam peralihan hak atas
tanah ?
2) Bagaimana penyelesaian pembagian harta hak ahli waris terhadap harta yang
di tinggal kan oleh pewaris?

3) Bagaimana peran Notaris terhadap surat keterangan waris?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

1) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat keterangan waris dalam

peralihan hak atas tanah ?

2) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelasaian hak ahli waris terhadap harta

yang di tinggalkan oleh pewaris ?

3) Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris terhadap surat keterangan

waris?

2. Manfaat penelitian
A. Manfaat teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat
menambah wawasan dan kajian yang mendalam terutama perkembangan ilmu

pengatuhuan hukum khusus nya dalam hukum waris Surat keterangan waris dan



tanah waris yang di jual kan berdasarkan surat keterangan ahli waris bagi
golongan Tionghoa.
B. Manfaat Praktis

Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan
kepada masyarakat praktisi, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai hukum
waris pada umumnya dan juga tentang tata cara pembuatan surat keterangan
ahli waris bagi golongan Tionghoa yang dibuat di dalam Surat Keterangan Ahli
Waris dibawah tangan oleh para ahli waris itu sendiri diketahui dan dikuatkan
oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria /Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang hukum waris serta

di dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan Tionghoa.

C. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik
atau proses tertentu terjadi.’? Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkan
nya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaranya. Kerangka teori
adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, Teori, Tesis, mengenai suatu
kasus atau permasalahan problem yang menjadi perbandingan pegangan teoritis. 3

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1233 M, Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam,Penelitian [Imu-llmu
Sosial,(Jilid I),Jakarta, FE Ul, 1996, hal. 203

13M Solly Lubis,Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju Bandung, 1994,
hal. 80
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a. 3 Nilai Identitas Hukum
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nilai kepastian hukum meninjau
dari segi yuridis, nilai keadilan meninjau dari sudut filosofis, sedangkan nilai
kemanfaatan meninjau dari sudut sosiologis.'*
Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa inggris, disebut justice,
bahasa belanda disebut rechtvaardig. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.
Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun
orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur.
Orang yang taat kepada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil.
Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang
berlaku seimbang atau jujur. Tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum
atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur.

Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.">Ada tiga
pengertian adil yaitu :*°

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.
Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill dan

Notonegoro. John Stuart Mill menyajikan argumennya tentang pengertian

keadilan adalah :*’

YSudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 2007, him. 295.

5pepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakrta, 1989. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. him. 6-7

164, Salim & Erlies Septiana Nurbani,. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi
dan Tesis. Jakarta , 2014, him. 25.

7Karen Lebacqz Dalam John Stuart.. Six Theories of Justice (Teori-Teori). 2011, him. 23.
Penerjemah Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media.
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Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu moral tertentu yang menyoroti
kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban
yang lebih sempurna penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan
konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan
kepada individu-mengimplikasian dan memberikan kesaksian mengenai
kewajiban yang lebih mengikat”.

Terkait dengan permasalahan bahwa golongan Tionghoa yang seharus nya
dalam pembuatan surat keterangan ahli waris di hadapan notaris namun pada
praktek nya golongan Tionghoa masih ada terdapat peristiwva hukum yaitu
terjadinya pembuata surat keeterangan waris di kelurahan sehingga tujuan hukum
salah satunya untuk menciptakan keadilan menjadi kabur.

Teori Kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini
mengandung dua pengertian, adanya aturan bersifat umum membuat individu ,
mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua,
berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena
adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja
yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di
negaranya.’® Teori ini berkaitan dengan khususnya kepastian hukum terhadap
golongan Tionghoa pada praktenya membuat surat pernyataan ahli waris melalui

kelurahan ,tetapi secara yuridis golongan tionghoa seharusnya membuat surat

BHardi Munte Dalam Roscoe Pound, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada.
2017, him. 22. Jakarta: Puspantara.
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keterngan ahli waris di notaris. hal ini yang membuat salah satu fungsi hukum

yaitu yang memberikan kepastian hukum menjadi kabur.*®

Teori kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch berfungsi sebagai alat
untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat
atau berdaya guna bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa
tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan
yang  sebesar-besarnya dan  sebanyak-banyaknya untuk  masyarakat.
Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial. Ajaran utilitas penganutnya
bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-
besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Teori ini bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi ahli waris khususnya golongan Tionghoa dalam proses

peralihan hak atas tanah.?°

b. Teori kewenangan

Di dalam teori wewenang terdapat 3(tiga) komponen.yaitu pengaruh dasar
hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa pengguna
wewenang di maksudkan untuk mengandalikan subjek hukum komponen dasar
hukum bahwa umum wewenang itu selalu harus dapat di tunjuk dasar hukumnya.
Komponen komformitas mengandung makna adanya standar umum (semua jenis
wewenang) dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Cara memperoleh kewenangan Ada 3 (tiga ) yaitu :

9 Deviana Yunitasari, The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard
Contracts for Indonesian Consumers. Sriwijaya Law Review. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, him.
181.

20ponald Albert Rumokoy & Frans Maramis Dalam Gustav Radbruch. 2014. Pengantar
lImu Hukum. him. 34. Jakarta: Rajawali Pers.
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a. Atribusi : pemberian wewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan
suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.?:

b. Mandat : perlimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat
atau badan yang lebih rendah.

c. Delegasi: merupakan pemindahan pengalihan berdasarkan suatu perundang—
undangan atau aturan hukum.Menurut S.F marbun wewenang mengandung arti
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis
adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh undang undang yang
berlaku untuk melakukan hubungan hubungan hukum.

Proses pembuatan surat keetrangan ahli waris khusunya bagi golongan

Tionghoa itu merupakan wewenang dari Notaris, tetapi pada praktenya terdapat

golongan Tionghoa yang membuat surat keterangan ahli waris di kelurahan.

2 . Kerangka Konseptual

Konseptual diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak
menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operasional defenition.?
Penting nya menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua
(dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untukmenjawab
permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar,
agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang

telah ditentukan, yaitu :

21Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap
UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, him 77.

225utan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang
Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia,
Jakarta, 1993, HIm. 10
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. Surat keterangan ahli waris adalah surat keterangan yang bertujuan untuk
membuktikan bahwa orang-orang yang namanya disebut atau dimuat di
dalamsurat keterangan ahli waris.

. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.

. Ahli waris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah
meninggal dunia tersebut.?®

. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan
yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh
selama hidupnya.

. Harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal dunia (pewaris) baik berupa uang atau tanah dan materi lainnya
yang diwariskan kepada seluruh ahli warisnya yang berwenang.

. Ahli waris adalah orang yang berhak atas ahli warisan yang ditinggalkan oleh
pewarisnya.

. Janji-janji antara pihak penjual dan pihak pembeli yang harus dipenuhi oleh

kedua belah pihak sebelum dilaksanakannya perjanjian jual beli.?®

. Metode Penelitian

. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode

penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang

“Muhammad Ridwan, Fungsi Surat Keterangan Hak Waris Bagi Ahli Waris, Mitra

llmu, Surabaya, 2012, Him. 34

24Baharudin Sutanto, Hukum Waris dan Harta Warisan, Eresco, Bandung, 2013,

HIm. 26

%Galim HS, Hukum Perjanjian Jual Beli, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, HIm. 16
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mengutamakan data perpustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data

sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier

yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai jual beli tanah warisan dalam

penelitian ini menganalisis suatu keberlakukan terhadap asas—asas hukum,

Hukum Posistif, aturan hukum,dan kaedah—kaedah hukum. 26

2.

Pendekatan Penelitian

Peneliti yang akan di lakukan menggunakan tiga metode pendekaatan

dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu

1)

2)

Pendekatan koseptual conceptual Approach Digunakan untuk memahami
konsep yang berkaitan dengan prisip hukum waris dan kewajiban untuk
membuat surat keterangan ahli waris yang di buat oleh notaris, dalam jual beli
tanah waris yang dijual berdasarkan surat keterangan ahli waris bagi
golongan Tionghoa.
Pendekatan perundang-undangan statute Aproach

Metode ini dilakukan mendapatkan pemahaman mengenai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris dan surat ketrangan
ahli waris. Penulisan Tesis ini mengunakan beberapa pedoman untuk
penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Kitab Hukum

Perdata.

3) Pendekatan yuridis empiris

Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan

yuridis sosiologis. pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan

%6 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum.Jakarta: Universitas Indonesia 1984,

HIm.9-10
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mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsionala
dalam kehidupan fungsi hidup yang nyata.?” Penulisan tesis ini mengunakan

metode penelitian normatif dan di dukung oleh data empiris.

3. Bahan hukum penelitian

Bahan hukum penelitian meliputi sebagai berikut :

1. Bahan Hukum PrimerBahan hukum Primer .28 Adalah bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat ,bersumber dan/atau yang di keluarkan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. yang
terdiri atas.

a. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
b. Kitab Undang—Undang Hukum perdata.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil
penelitian Jurnal ilmiah hasiul seminar dan dokumen pribadi.?® Atau pendapat dari
kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan pokok bahasan penelitian serta

bahan-bahan yang di peroleh dari internet.

27Soerjono, soekanto ,pengantar penelitian Hukum, jakarta,Universitas indonesia, 1986,
hal 51

28 Mamudiji, Penelitian hukum Normatif. Suatu Tinjauan singkat.jakrta :PT.Raja
Grafindo Persada 2001,HIm :24

2%Roni Hanitijo Soemitro. Metodologi penelitian Hukum Dan jurimetri Jakarta :Ghalia
Indonesia . 1990, Him :24
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4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum penunjang yang memberi
petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus, Ensikolopedia, Kamus-kamus hukum, Surat kabar,dan membuat
informasi yang relavan.*

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang bersifat normative-preskriptif dilakukan
dengan cara penelusuran, pengumpulan, Dan Studi dokumen, baik secara
konvesional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum penelitian

Bahan hukum penelitian kemudian di oleh dengan tahapan sebagaimana

di jelaskan oleh Van Hoecke yang di kutif dari Bernard Arif Sidharta.®* Yaitu

dengan menstrukturkan, Mendeskripsikan ,dan mensistemasikan bahan-bahan

hukum yang di lakukan dalam tiga tataran, Yaitu:

1) Tataran teknis : Dengan menghimpun, menata dan memaparkan peratuaran
hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan
legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode
logika sehingga terta dalam suatu sistem yang koheren

2) Tataran Teleologis: dengan mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan
substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis
dalam persepektif teleologis sehingga sistem nya menjadi lebih jelas dan
berkembang, dengan merepkan metode teleogis sebagai patokan

sistematisnya

3%0Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Tentang Kedudukan waris WNI.2007, HIm :14-15
$1Bernard Avrif Sidharta, Refleksi Tentang Struktur llmu Hukum.Bandung CV.Mandar
Maju, 2000, .HIm .39.
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3) Tataran Sistematika Eksternal : Dengan mensistematisasi hukum dalam
rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pangan hidup masyarakat,
sehingga dapat di tafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan
pengertian baru dengan menerapkan metode interdisipliner atau tradisipliner,
yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainya
dengan pendekatan ke masa depan.®? Dengan teknik pengolahan tersebut di
harapkan akan di peroleh pemahaman yang tepat untuk tanah waris yang di
jual berdasarkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan bagi golongan
Tionghoa.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini mengunakan logika
deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan kongkrit
yang di hadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah kongritisasi, karena hal-
hal yang dirumuskan secara umum di terapkan pada keadan khusus. Sehingga
tujuan akhir dari penelitian ini dapat tercapai yaitu berkembangnya konsep hukum
baru lus constituendum tentang tanah waris yang di jual berdasarkan surat

keterangan ahli waris dari kelurahann bagi golongan Tionghoa.

#1bid
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